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PERAN STRATEGIS EKONOMI BERBASIS SYARIAH DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL DAN
' MENENGAH (UMKM)

Ditinjau Dari Penerapan Akuntansi Syariah Dengan Akuntansi UMKM
Dini Arwati
Abstract

There are two economic systems, conventional economic system and Islam basis
economic system. Conventional business and Islam basis business can be choice
for agent of economic in Indonesia, especially micro, small and middle, business
sector (UMKM). Formation Finansial Accounting Standard Declaration for Islam
accounting and legalization Syariah Banking Law will indicate Islam economic
more and more expanding. On the Islam economic system, banking with interest
basis is not need. As substitute, all funding will done joint Islamic business.
Distribution funding system as Islam economic to UMKM sector has specific
characteristic, considering each goods business or project is funded will need
specific figih scheme. Syariah law funding with profit sharing system without
guarantee will be more easier to implementation to WMKM will can produce

financial statement as economic, because will use ac%aﬂbting standard of UMKM.
)
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Tahun 1997, diawali dengan krisis nilai.fupiah dan berubah menjadi krisis

ekonomi yang paling kompleks yang p@éﬁah dialami Indonesia sejak dimulai

sampai berakhirnya orde baru berkuasa: Krisis ini yang akhirnya menciptakan
suatu resesi ekonomi besa(g%lengan sendirinya memperbesar tingkat
kemiskinan dan kesenj dalam distribusi pendapatan di tanah air, bahkan

menjadi lebih parah dibandingkan dengan kondisi pada dekade 1980.

Selama tahun 2000 fundamental ekonomi mengalami perbaikan nyata,
walaupun lajunya lambat sehingga masih jauh dari kondisi baik atau kuat. Rasio
utang luar negeri terhadap PDB dan ketergantungan ekonomi nasional terhadap
impor masih tinggi, bahkan cenderung meningkat. Sektor perbankan dan sektor
riil, khususnya industri manufaktur dan kontruksi, masih belum pulih benar.
Tingginya country risk Indonesia sejak krisis hingga saat ini ini juga menjadi
penyebab utama tidak stabilnya nilai tukar rupiah. Akibatnya arus investasi asing
ﬁgalam negeri cenderung menurun. (Tulus TH.Tambunan, 2001 : 57)

" Sejak masa order baru, -pembangunan usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) mutlak diperlukan dalam upaya membangun perkonomian nasional
karena merupakan amanat kontitusi. Keberpihakan pemerintah terhadap UMKM
semakin jelas, di mana pemerintah terus berupaya meningkatkan peran dan
kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah dalam perkonomian nasional.
Upaya-upaya yang dilakukan antara lain, dengan menetapkan bahwa
pemerataan hasil pembangunan harus mencakup program memberikan




- - kesempatan kepada usaha kecil untuk memperiuas dan mengatur usahanya,
" dengan jalan memperkuat permodalan, meningkatkan ketrampilan dan membantu

pemasaran hasil produksinya.

Dana yang diterima untuk pembangunan UMKM berasal dari dana Pemerintah,

Bank Indonesia selaku Bank Sentral, Badan Usaha Milik Negara dan dana
%= masyarakat. Persyaratan bersifat pinjaman lunak, semi komersial dan komersial

sesuai kemampuan UMKM. Permintaan pembiayaan dari UMKM cukup besar
namun sebagaian besar dari permohonan dimaksud tidak memenuhi persyaratan

= teknis perbankan, sehingga perlu dilaksanakan penyederhanaan dan

penyempurnaan prosedur sehingga dapat menunjang UMKM tesebut dalam
mendapatkan pembiayannya.

Kelemahan-kelemahan UMKM menyebabkan risiko pembiayaan oleh
perbankan menjadi tinggi. Sementara arah kebijaksanaan perkereditan nasional
tetap berpegang pada kebijaksanaan penerapan suku bunga kredit yang
diberikan oleh perbankan berorientasi pada suku bunga pasar. Saat ini
perbankan masih menghadapi beberapa permasalahan dan kendala dalam
menangani pemberian pembiayaan kepada UMKM. Permasalahan tersebut dapat
dibedakan menjadi dua, yakni : dari sisi pengusaha KM), dan dari sisi
perbankan (Kreditor) *{.\?’

Dari sisi pengusaha : umumnya usaha kecil mér?\iliki tingkat kelayakan yang
masih rendah, akibat adanya keterbatasan pada aspek pemasaran, teknis
produksi, manajemen, akuntansi dan organaésn Pada umumnya mereka belum
mampu memenuhi persyaratan teknisAQBank antara lain berkaitan dengan
penyediaan perizinan dan_jaminan. Daxi sisi perbankan: kendala yang muncul
adalah sukarnya memp usaha-kecil,dan menengah yang layak, tingginya
biaya transaksi, tinggin jko, dan terbatasnya sumber daya manusia serta
jaringan kantor cabang

Sekarang kita kenal ada dua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi
konvensional dan sistem ekonomi berbasis Syariah. Dalam prinsip konvensional
dinyatakan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya
alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas jumlahnya.
Sehinga muncul ekonomi yang mengatur tentang bagaimana mempergunakan
masukan yang seminimal mungkm untuk mendapatkan hasil yang semaksimal
mungkin.

Dalam ekonomi syariah, pembiyaan syariah dengan sistem bagi hasil untuk
mengganti sistem bunga. Pembiayaan syariah dewasa ini dengan dukungan
sistem bagi hasil yang nirjaminan. Terutama dalam pembinaan khusus untuk
UMKM pengembangan akuntansi sayariah harus didukung dengan pembangunan
Standar akuntansi UMKM untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Peranan Laporan Keuangan sebagai basis bagi hasil dengan tanpa agunan
adalah mutlak diperlukan. Demikian juga bagi bank non syariah untuk mengambil
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keputusan pemberian kredit salah satunya yang utama adalah perlunya laporan
keuangan dari calon debiturnya yang sebagaian besar adalah UMKM. Laporan
keuangan standar dari UMKM selama ini belum ada. Sehingga beberapa bank
konvensional masih menemui kendala untuk menyalurkan sebagian dananya
- untuk kebutuhan UMKM.

Ekonomi Berbasis Syariah

Ekonomi Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah sangat tidak
terbatas, karena bumi dan isinya diciptakan Allah untuk mahluk-Nya, dan
manusia sebagai salah satu mahluknya diberi kebebasan mamanfatkan
semaksimal mungkin. Dalam konsep ekonomi Islam, justru yang terbatas adalah
waktu, di mana manusia diberi waktu (umur) yang terbatas. Agar bisa
memanfaatkan segala potensi alam semesta dan isinya semaksimal mungkin
untuk kebutuhannya, dalam waktu yang terbatas tersebut, maka tidak ada pilihan
lain kecuali dengan berusaha.

Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari system-
sistem yang tengah berjalan, konvensional. Islam memiliki akar dalam syariat
yang membentuk pndangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi
(maqashid asy-syari'ah) yang berbeda dari system sek@ér yang menguasai dunia
saat ini. Sasaran-sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukan
materiil. Mereka didasarkan atas konsep-lgqa?ep Islam sendiri tentang
kebahagiaan manusia (falah) dan kehidupan @n% baik (khayatan thayibah) yang
sangat menekankan aspek persaudaraan (pkhuwah), keadilan sosio ekonomi,
dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sm’fﬁual umat manusia.(Chapra, 2000 : 7)

' &

a-negara ,j@pitalis kaya-dan sosialis serta ekonomi
dlisasikan secara simultan sasaran-sasaran efisiensi
dan pemarataan dengan’/, menggunakan strategi yang didasarkan pada
pandangan dunia penggralvan yang sekuler. Karena itu negara-negara muslim
tidak punya alasan untuk menerima strategi-strategi.ini sebagai model, jika
mereka bertekad merealisasikan maqashid asy-syari'ah, yang jauh lebih
komprehensif dalam meliput elemen-elemen penting bagi kemaslahatan manusia
daripada sistem sekuler. (Chapra, 2000 : 201)

‘Ketidakmampuan nega
pembangunan untuk m

Prinsip ekonomi Islam terdapat dua titik tolak cara pandang kaidah mana yang
didudukkan sebagai yang universal. Pertama Dinul-Islam didudukkan sebagai
kaidah universal untuk diterapkan pada berbagai hal perilaku ekonomi. Kedua
Topik ekonomi dijadikan titik tolak yang berpautan dengan berbagai hal normatika
Islam. (Muhammad Yusuf, 2007 : 12)

Keseimbangan sektor riil (pasar barang) dalam Ekonomi Islam : Pada sistem
ekonomi lslam bunga tidak diperlakukan, sehingga keseimbangan dipasar barang
pada Ekonomi Islam ini sangat berbeda dengan kesimbangan pasar barang pada
sistem konvensional. Hal ini karena sistem bunga dihapuskan dan diganti dengan
tingkat keseimbangan yang diharapkan. (Eko Suprayitno, 2005 : 145).

B e e e e e ST
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Prospek Ekonomi Syariah

Dalam sistem Ekonomi Syariah, ;Serbankan yang berbasis bunga tidak
diperlukan. Sebagai gantinya, segala bentuk pembiayan akan dilakukan secara
langsung oleh para investor kepada para individu yang membutuhkan modal
melalui kerjasama bisnis (syirkah) yang Islami. :

Kehadiran Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan sebuah lembaga
yang berada dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 1999 akhir-
akhir ini mulai bergema secara nasional dan mewadahi seluruh kebutuhan
lembaga keuangan syariah (LKS) terhadap bimbingan fatwa. Fatwa-fatwa DSN-
MUI ini sebagai pedoman pelaksanaan bagi para pelaku ekonomi Islam serta
mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan
syariah Islam.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAl) telah menetapkan beberapa Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berdasarkan syariah, sehmgga dapat
dijadikan pedoman untuk melakukan transaksi dan akuntanSI yang ‘berbasis
Islami.

Lahimya UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 08 telah mendorong
perkuatan eksistensi perbankan syariah di.Indonesia. Hal ini yang membuka
peluang besar pangsa perbankan syariah sesu @b tersebut. Pertama, bank
umum dan perbankan perkreditan rakyat tidak dapat dapat dikonversi menjadi
bank konvensional, sedangkan bank konvensignal dapat dikonversi menjadi bank
syariah (Pasal 5 ayat 7). Kedua, peng@bungan (merger) atau peleburan
(akuisisi) antara bank syariah dengan battk non syariah (Pasal 7 ayat 2). Ketiga,
bank umum konvension ang meniiliki unit usaha syariah (UUS) harus
melakukan pemisahan ila UUS mencapai aset paling sedikit 50% dari total
nilai aset bank indukny 18 ayat 1).

Disamping usaha komersial, bank syariah dapat pula menjalankan fungsi sosial
dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat,
infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainya dan menyalurkannya kepada
organisasi pengelola zakat (Pasal 4 ayat 2), dan menghimpun dana sosial dari
wakaf uang dan menyalurkannya kepada lembaga pengolala wakaf (nazhir)
sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif) (Pasal 4 ayat 3).

Perkembangan bank syariah menunjukkan kemajuan pesat, hal ini tampak dari
pertumbuhan jaringan kantor dari 456 tahun 2006 menjadi 1.440 pada Oktober
2008. Jaringan kantor itu telah, menjangkau masyarakat di 33 proinsi dan di
banyak kabupaten/ kota. Sementara itu, jumiah BUS (bank umum syariah) juga
bertambah dua lagi sehingga sampai oktober 2008 menjadi lima bank umum
syariah. Tahun 2009, diperkirakan akan hadir delapan bank umum syanah
sehingga total bank umum syariah menjadi dua belas bank.

Ekonomi Sektor UMKM
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Struktur perekonomlan Indonesia menurut Bung Hatta ada figa golongan yang
tersusun bertingkat, yaitu :

“ ... golongan atas ialah' perekonomian kulit putih treutama Belanda... Lapis
ekonomi kedua yang menjadi perantara dan hubungan masyarakat Indoesia
berada kira-kifa 96% di tangan orang Cina dan orang Asia lainnya. Orang
Indonesia yang dapat dimasukkan ke dalam lapis kedua ini paling banyak
mengisi 10% dari lapis itu... Lapis ketiga ialah perkonomian yang segala
kecil, pertanian kecil, pertukangan kecil, perdagangan kecil dan lain-fain,
ftulah daerah ekonomi bangsa Indonesia, Pun pekerja segala kecil, kuh
buruh kecil dan pegawai kecil diambil dari dalam masyarakat Indonesna ini.”
(Anwar Abbas, 2008 : 200)

Struktur perkonomian yang seperti ini menurut Hatta adalah tidak sehat dan
tidak menguntungkan bagi rakyat kecil yang tidak punya modal. Ekonomi kita,
adalah ekonomi segala kecil. Ini terlihat misalnya dalam bidang produksi. Di
mana-mana terdapat produsen yang kecil-kecil. Mereka bekerja dengan hampir
fidak punya modal. Dengan keadaan yang seperti ini, tentu saja,mereka mudah
kena jerat si lintah darat, selanjutnya kata Hatta :

kedudukan rakyat kita sebagai produsen, mbah lama bertambah
terpaut oleh karena harga penghasilan tidak <fencukupi untuk dimakan
-dengan -anak bininy4; ia sénantiasa. terpak engambil kredit dari tukang
mindering dengan. rente yang semata—rqé rba. Dengan keadaan ini
nasibnya-bertambah ‘fara’ béttaimbah Q&elarat “Tambahan lagi jumlahnya
bertambah lama bertambah kembang @‘@mwanAbbas 2008 : 202)

Dari realitas- keadaan. ekonomizm %rakat saat itu yang tidak berpihak rasa
keadilan sebahagian aRyat dan atau pribumi, memeriukan kehadiran struktur
perkonomian-yang bamy, egbub saja konsep koperasi, sepem yang -terkandung
dalam Pasal 33 UUD 194%. ' o - : :

Datam pembukaan UUD 1945 bahwa pemt an nasmnai bertujuan
mewujudkan suatu-r kat adil ‘dan makmur yang merata di-mana untuk
mewujudkannya maka keberadaan koperasn usaha kecil dan menengah
memegang peran yang strategis. Hal ini mengingat jum&ahnya aukup besar dan
terdapat dalam setiap sektor ekonomi, sehingga memiiiki potensi besar dalam
penyerapan tenaga kerja dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan
baku lokal, guna mengahasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masarakat
luas dengan harga terjangkau,

Beberapa sebutan terhadap ekonomi kaum golongan ini seperti golongan
ekonomi lemah, atau ekonomi kerakyatan, UMKM atau UKM. Sejak paska
kemerdekaan sampai saat ini, perkembangan UMKM. di Indonesia mendapat
perhatian serius baik dari pemerintah maupun kalangan masyarakat luas;
terutama karena kelompok unit usaha tersebut menyumbang sangat banyak
kesempatan kerja dan oleh karena itu menjadi salah satu-sumber penting bagi
penciptaan pendapatan. Selain itu, UMKM juga berperan sebagai salah satu

s e e e e e e e e s
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sumber penting bagi pertumbuhan PDB dan ekspor non migas; khususnya ekspor
barang-barang manufaktur.

Ekonomi kerakyatan pada dasarnya merupakan ekonomi yang dikembangkan
bertumpu kepada kegiatan sektor riil, mampu menyerap potensi dan sumber daya
yang ada dan tersedia di masarakat setempat secara swadaya, dan hasilnya
ditujukan untuk kemakmuran seluruh anggota masyarakat, bukan untuk orang
seoraitg maupun kelompok tertentu dari masyarakat. (Zainul Arifin, 2000 :108)

Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah mendefinisikan
usaha kecil (UK), termasuk usaha mikro (UMI), sebagai suatu badan usaha milik
warga Negara Indonesia, baik perorangan maupun berbadan hukum yang
memiliki kekayaan bersi sebanyk-banyaknya Rp. 200 juta dan mempunyai nilai
keluaran atau hasil penjualan rata-rata' per tahun sebanyak Rp. 1 miliar dan
usaha tersebut berdiri sendiri. Badan usaha milik warga Negara Indonesia yang
memiliki kekayaan bersaih lebih besar dari Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 10
miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha didefinisikan sebagai
usaha menengah (UM). Badan usaha dengan nilai aset dan omzet di atas ‘itu
adalah UM. : '

Sedangkan Biro Pusat Statistik (BPS) ' mendi Y~ikan sekala usaha
berdasarkan jumlah tenaga kerja. UK adalah peru an (baik yang berbadan
hukum atau tidak) yang mempunyai tenaga kerja<3-19 orang termasuk pemilik
usaha atau pengusaha, dan UMi adalah usahqoéngan tenaga kerja antara 1-4
orang. Sedang UM ‘adalah perusahaan yand-mengerjakan 20-99 orang, dan
perusahaan dengan jumlah tenaga kez‘,@‘tebih dari 99 orang dikatagorikan
sebesar UB. \Q

UKM terdapat di se m tor e eomi, termasuk di industri manufaktur dan
perdagangan.industri d "'N}' g kecil (IDK) tergolong dalam batas UK, menurut
undang-undang No. 9 tahus’ 1995 tentang UK didefinisikan oleh Departemen
Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) sebagai kegiatan ekonomi yang
dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan
untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial
yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta dan mempunyai
nilai penjualan per tahun sebesar Rp. 1 miliar atau kurang. Batasan mengenai
skala usaha menurut BPS, yaitu berdasarkan kriteria tenaga kerja, sudah mulai
juga digunakan oleh Deperindag, yakni sebagai berikut, Industri dan dagang
mikro (IDMI) 1-4 orang, industri dan dagang kecil (IDK) 5-9 orang, industri dan
dagang menengah (IDM) 20-99 orang, dan industri dan dagang besar (IDB) 100
orang atau lebih.

Selama tahun 1997-2001 jumlah unit usaha dari semua skala mengalami
peningkatan sebesar 430.404 unit dari 39.767.207 unit tahun 1997, menjadi
40.197.611 unit tahun 2001. Secara parsial, kelompok unit usaha yang paling
banyak adalah UK, yang jumiah tahun 1997 sebesar 39,7 juta unit lebih dan
tahun 2001 ‘diperkirakan mencapai 40 juta unit lebih. Saat krisis ekonomi
mencapai titik klimaksnya pada tahun 1998, usaha dari semua katagori
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mengalami pertumbunhan negatif, yang mana jumlah UK. sendiri berkurang
hampir 3 juta unit atau pertumbuhan sekitar -7,4%. Sedangkan UM dan UB
mengalami perumbuhan negafif lebih besar, yakni masing-masing 14,2% dan
12,7%. Perbedaan ini mengidentifikasikan bahwa UMKM dan UB mengalami efek
negatf lebih besar dibandingkan UK dari krisis ekonomi. (Tulus TH.Tambunan,
2003 : 308)

Dari data BPS tahun 2000 menunjukkan sekitar 15,0 juta usaha tidak
berbadan hukum diluar sektor pertanian. Sebagian besar jumlah tersebut
terdapat di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan jasa akomodasi
yang mencapai 8,6 juta lebih, atau hampir 567,8%-nya. Jumiah terbesar kedua
usaha yang tidak berbadan hukum terdapat di sektor industri pengolahan dengan
jumlah mencapai 2,6 juta unit, atau sebesar 17,3%. Jumlah terbesar ketiga usaha
yang tidak berbadan umum adalah angkutan dan komunikasi, sebesar 1,9 juta
unit atau sekitar 12,4% dari total unit usaha yang tidak berbadan hukum yang ada
di Indonesia, di luar pertanian, Pola penyebaran menunjukkan UKM
terkonsentrasi di Jawa dan Bali, untuk tahun 2000 tercatat 10,5 juta atau hampir
70,5% dari jumlah yang ada. (Tulus TH.Tambunan, 2003 : 312)

Pentingnya UMKM sebagai salah satu sumber pertumbithan kesempatan kerja
di Indonesia tidak hanya tercerminkan pada:kondisicstatis, yakni jumlah orang
yang bekerja dikelompok usaha tersebut yang-jauh lebih banyak bekerja
dikelompok usaha tersebut yang jauh lebih b;éé%k daripada yang diserap UB,
tetapi juga bisa dilihat pada kondisi dinamis ni dari laju kenaikannya setiap
tahun yang lebih tinggi daripada di UB. pertumbuhan tenaga kerja di UK
menunjukkan 87,62% tahun 1997 menjadi-88,59% tahun 2001. Sedangkan di UM
dan UB mengalami pertumbuhan negatif masing-masing 11,78% dan 0,60%
tahun 1997 menjadi 1 dan qg?m tahun 2001. Pangsa kesempatan kerja
dari UK rata-rata 9,28% Ns¢dangkan di UM dan UB mengalami pertumbuhan
negatif 2,02% per tahup. §rulds TH.Tambunan, 2003: 316). _ '

Data BPS tahun 2006-menunjukkan adanya 42 juta UMKM, dibandingkan
7.200 Usaha Besar (UB). Pada tahun 2008 telah naik menjadi 51,3 juta unit
UMKM. Kesempatan kerja UMKM 97% dari jumlah pekerja di Indonesia, namun
dalam sumbangannya terhadap Pembentukan produk Domestik Bruto (PDB)
pangsa UMKM tidak terlalu besar walaupun di atas 50%, sedangkan dalam
ekspor pangsanya jauh lebih rendah.

Laporan Keuangan Konvensional dan Syariah

E';;'gDa]am kegiatan perusahaan terdapat data yang terdiri dari transaksi dan
kejadian. Transaksi atau kejadian jelas berhubungan dengan tindakan yang
dialami, misalnya membayar hutang dan lain-lain. Data ini kemudian diukur dalam
satuan uang. Karena itu untuk kegiatan perusahaan yang tidak dapat diukur
dengan uang tidak dapat diakui sebagai transaksi keuangan, misalnya
pengangkatan karyawan baru dan lain-lain.

JBME -Vol.9 - No.9 Dini Arwati Page 2276

.

e e

B VT ——— g T



Pencatatan dilakukan menurut urutan waktu yang dapat dikerjakan secara
manual atau komputer. Pencatatan transaksi ini digolong-golongkan ke dalam
kelompok yang sesuai agar selanjutnya dapat dibuat ringkasan yang akhimya
disajikan dalam bentuk laporan. Adalah kebiasaan di dalam akuntansi untuk
menunjukkan bahwa bagian yang memiliki oleh perusahan disebut aset yang

diletakkan disisi kiri dan tuntutan pemilik yang disebut modal di sisi kanan.

Yang terpenting di dalam laporan akuntansi dari pertanggungjawaban
pemilikan adalah Neraca dan Laporan Laba Rugi. Satu laporan lagi yang tidak
kurang pentingnya adalah Iaporan perubahan modal. Laporan lainnya disebut
laporan perubahan posisi keuangan yang berguna untuk kepentingan
perusahaan. Laporan yang cukup penting dan cenderung sebagai bagian dar
laporan keuangan, yang secara jelas menggambarkan : nama pemilik, nama dari
laporan dan tanggal atau periode.

Perbedaan dari segi kharakteristik antara akuntansi Islam dan akuntansi
konvensional : Akuntansi menurut Islam didasarkan pada pada kaidah-kaidah
yang permanen, yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Adapun konsep
akuntansi konvensional didasarkan pada ordonasi atau peraturan-peraturan dan
teori-teori yang dibuat oleh manusia yang memiliki sifat khllaf lupa, keterbatasan
iimu dan wawasan, maka konsepnya labil dan tldag\ permanen. ( Husein
Syahatah 2001:59) > 4?/’\

Karakteristik kualitatif Iaporan keuangan sap%rtl disebutkan dalam PSAK
(2007) tentang kerangka dasar penyusuna @an penyajlan laporan keuangan
(paragraf 24) dan kerangka dasar penyus @ dan penyajian laporan keuangan
syariah (paragraf 44) menjela§kan sebagai berikut : Karakteristik kualitatif
merupakan ciri khas yang mémbuat infomasi dalam iapbran kelranigan berguﬁa
bagi pefigguna. Terd: ﬁ empat-karakteristik kualitatf pokok yaitu dapat

dipahami, relevan, kea | dah dapat dipartimbangkan.
PSAK No. 07 meryatakan bahwa laporan keuangan konvensional yang

lengkap terdiri atas komponen-komponen berikut ini : (a) neraca; (b) laporan laba
rugi; (d) laporan perubahan ekuitas ; (d) laporan arus kas ; (e) dan catatan atas
laporan keuangan.

PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuargan Syariah.

PSAK No.101 paragraf 11, menyatakan bahwa Laporan Keuangan Syariah
yang lengkap terdiri dari komponen berikut : (a) Laporan Posisi Keuangan,
(b) Laporan Laba Rugi, (c) Laporan Arus Kas, (d) Laporan Perubahan
Equitas, (e) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan (f) Laporan
sumber dan penggunaan dana kebajikan, (g) Catatan atas laporan
keuangan.

PSAK No. 101 paragraf 12, menyatakan bahwa Laporan Keuangan Bank
Syariah yang lengkap terdiri dari komponen berikut : (a) Laporan Posisi
Keuangan, (b) Laporan Laba Rugi, (c) Laporan Arus Kas, (d) Laporan
Perubahan Equitas, (e) Laporan perubahan dana investasi terikat, (f)
Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, (g) Laporan sumber dan

==+ ———————————— ]
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penggunaan dana zakat; dan (h) Laporan sumber dan penggunaan dana
kebajikan, (i) Catatan atas laporan keuangan.

PSAK No. 101 paragraf 25 : menerangkan dasar akrual :

Entitas syariah harus mengurusi laporan atas dasar akrual, kecuali Laporan
Arus Kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha.
Dalam perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam
perhitungan pembagian hasil usaha maka didasarkan pada pendapatan yang
telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas).

Perbankan syanah dapat menawarkan produk dan jasa-jasa lebih, karena
produk dan jasa-jasa bank syariah merupakan suatu kombinasi yang dapat
diberikan untuk non komersial atau komersial. Secara garis besar produk-produk
perhimpunan dana dan penyaluran dana Bank Syariah sebagan berikut : (1)
Perhimpunan dana bank syariah (wadiah dan mudaharabah) ; (2) Penyaluran
dana bank syariah anatara lain : Penyaluran dana denan pola bagi hasil
(pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah), Penyaluran dana
dengan pola ujroh  ( ijarah, ijjarah muntahiyah bittamlik), Penyaluran dana
dengan pola jual beli (Salam dan istishna; (3) Jasa perbankan syariah (wakalah,
kafalah, hawalah, sharf dan sebagainya). Y§\

'PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah 4§Tah disahkan oleh Dewan
Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 1 Mei2002, bertuj’Uan untuk. mengatur
perlakukan akuntansi (pengakuan; pengukuran, penyajian, dan penmugkapan)
transaksi khusus yang. berkaitan dengan“«él‘gﬁlltas bank syariah (paragraf -1).
Pemyataan ini diterapkan untuk bank yfum- syariah, bank perkreditan rakyat
syariah, dan kantor cabang syanal't\ﬁ)ank konvehsional ‘ yahg beropera31 d|
Indonesia, (Paragraf 2).

Bukan ‘'saja mengengi Ygntuk laporan keuangan dan akuntansn perbankan
syariah, PSAK ini juga St€fapkan untuk akuntarisi syariah; antara lain adalah :
PSAK No. 102 tentang. Akuntansi Murabahah, paragraf 5, PSAK No. 103 tentang
Akuntansi Salam, PSAK No. 104 tentang Akuntansi /stishna, PSAK No. 105
tentang Akuntansi -Mudharabah, dan PSAK No. 106 tentang Akuntansi
Musyarakah. - , .

Manfaat Informasi Akuntansi

Sebagai suatu fungsi penyediaan jasa informasi, akuntansi akan memberikan
infformasi keuangan yang sifatnya kuantitaif kepada berbagai pihak yang
berkepentingan dengan eksistensi perusahaan, untuk® membantu mereka di
dalam membuat keputusan ekonomi yang menyangkut perusahaan tersebut.
Karena itu agar penyelenggraan akuntansi bermanfaat bagi pihak-pihak yang
berkentingan, haruslah dipahami mengenai tipe keputusan-kepujusan yan akan
diambil oleh pihak-pihak yan berkepentingan.
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Pada dasarnya produk akuntasi, yaitu informasi keuangan (laporan
keuangan), akan dibutuhkan oleh pihak luar perusahaan, seperti misalnya
pemegang saham, pemerintah (pajak), kreditur/ pembiayaan, investor,
masyarakat dan lain-lainnya. Pihak-pihak yang berkepentingan di dalam
perusahaan yaitu para manajer. -

Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi melaksanakan pengumpulam dan
pengolahan data keuangan perusahaan yang selanjutnya dikomunikasikan
kepada berbagai pihak yang berkepentingan agar selanjutnya data dipergunakan
sebagai alat bantu di dalam membuat keputusan-keputusan yang berkaitan
dengan perusahaan yang bersangkutan. Berarti akuntansi bukaniah merupakan
suatu tujuan tetapi melainkan sebagai alat untuk mengkomunikasikan mengenai
data keuangan atau kegiatan perusahaan. Karena itulah akuntansi memeriukan
alat-alat pengukur terhadap transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa terjadi di
dalam perusahaan dengan menerapkan cara-cara, metode-metode dan prosedur
tertentu yang dapat diterima-oleh semua pihak-pihak yang berkepetingan. Aturan-
aturan atau prinsip-prinsip yang berlaku umum di Indonesia disebut Standar
Akuntansi Keuangan.

Seseorang yang sangat terpengaruh dan sangat terlihat dengan hasil akhir
produk akuntansi adalah mereka yang bertanggung,;a%ab atas hasil operasi
pefusahaan. Manajer dari perusahaan yang ke@, perhatiaanya terhadap
informasi akuntansi sangat kecil, tetapi untuk @rusahaan yang mengalami
kemajuan, tidak bisa tidak harus selalu mengikgtr“\perkembagan data akuntansi ini’
sehari-hari. Dia harus memberikan setiap saat informasi mengenai bermacam-
macam aspek dari perusahaan, baik ya y'berkaitan sekitar penetapan secara
langsung atau tidak langsung biaya{ang berhubungan di dalam rangka
melaksanakan program Jatiban dan\@?gya lainnya guna merningkatkan efisiensi
kerja perusahaan.

llustrasi-manfaat inft iakuntansi untuk pehierintah (pajak) :

Penerimaan dari SPT PPH-kurarig bayar yang disampaikan dalam rarigka
sunset policy sepanjang tahun 2008 sampai 28 Februari 2009 mencapai Rp.
7,46 triliun. Dari tetal itu,"Rp. 5,56 triliun diperoleh pada periodé 1 Janhuari
2009 sampai dengan 28 Februari 2009 diperoleh Rp. 1,9 triliun. Hal ini
menunjukkan kontribusi* penerimaan 34,2% dibandingkan dengan nilai
penerimaan sunset selama 2008. Jumlah perbaikan SPT tahun 2008 sampai
dengan 28 Februari 2009 mencapai 804.814 SPT. Terdiri dari 556.194 SPT
diterima sampai. 3. Desember 2008 dan 248.620 SPT diterima dari 1
Januari 2009 sampai ‘28 Februari 2009. Perpanjangan sunset policy
memberikan. ‘kesempatan pada wajib pajak untuk menyampaikan SPT
sampai- 28 Februarai 2009 sebesar 44,7% dari total SPT yang diterima.
(Sumber: Menteri Keuangan RI, 2009).
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Konsep Bagi Hasil

Bank Syariah memberi beberapa fasilitas pembiayaan kepada semua sektor
yang membutuhkan dana, melalui beberapa produknya dengan sistem bagi hasil
dalam bentuk akad bersyarikat. Akad bersyarikat yaitu akad perkongsian diantara
dua orang atau lebih dengan masing-masing menurunkan masukan modal (dalam
berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan yang depakati
diantara mereka. Terdapat dua jenis akad bersyarikat yaitu al Mudharabah dan al
Musyarakah

PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 25 :

Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan mengunakan dua metode,
yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing). Bagi
laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan
denagn pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan bagi pendapatan
dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah.

PSAK No. 105, paragraf 11, tentang Prinsip Pembagian Hasil Usaha
menyatakan sebagai berikut : ™

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilagﬁl?an dengan mengunakan
dua metode, yaitu berdasarkan bagi hasil atq;)' bagi laba. Jika berdasrkan
prinsip bagi hasil, maka dasr pembagian basil uasaha adalah laba bruto
(gross profif) bukan total pendaatan y&éaha (omzet). Sedangkan jika
berdasrakan prinsip Bagi Laba, dasarpembagian adalah laba neto (nefo

profit) yaitu laba kotor dikurangi b yang berkaitan dengan pengelolaan
dana mudharabah. S\A\
Menurut PSAK No. ragraf 8, tentang Prinsip Pembagian Hasil Usaha,

menyatakan sebagai b

Pada prinsipnya, dalam penyaluran (pembiayaan) mudharabah tidak ada
jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka
pemilik dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana dapat
meminta jaminah dari pengelola dana atau pihak ketiga, Jaminan ini hanya
dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran
terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Menurut Abdullah Saeed : Penelitian ini mencermati kedua konsep tersebut (
mudharabah dan musyarakah) secara ringkas untuk melihat bagaimana
keduanya dipahami dalam figih dan kemuidan bank Islam menerapkannya Dari
hasil pencermatan itu menyingkap bahwa pengalaman bank-bank Islam
menerapkan kedua konsep tersebut belum memuaskan. ( Abdullah, Saeed 2004 :
230)

Dalam hal sistem bagi hasil tanpa jaminan ini khususnya dan akuntansi Islam
(mudharabah dan musyarakah) adalah berdasarkan kepercayaan, meskipun
berisiko tinggi. Selain adanya akad bersyarikad, untuk menetapkan besamya bagi

_—__————_—
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hasil ini tentunya diperlukan perangkat yang standar. Penetapan ini melalui suatu
pendekatan proses yang disebut proses akuntansi, sehingga bisa menunjukkan
berapa besar dan posisi dana dan besarhya keuntungan/ laba atau rugi. Informasi
ini biasanya disebut dengan Laporan Keuangan. Dalam hubungan mitra usaha
perbankan syariah maupun non syariah dengan UKM, maka dari pihak UKM
harus bisa menyediakan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Potensi Bank Syariah dalam Pemberdayaan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah

Mitra kerja usaha bisnis berbasis ekonomi syariah saat ini adalah
masyarakat, usaha bisnis berbasis konvensional, dan usaha perusahaan
perbankan syariah, serta perusahaan syariah lainnya. Ekonomi berbasis syariah
contohnya baru perbankan syariah. Perusahaan non syariah atau disebut
perusahaan konvensional banyak, terdiri dari usaha besar (UB), usaha menengah
(UM), dan usaha kecil (UK) serta usaha mikro (UM). Mekanisme dan sistem
Perbankan syariah dapat ditunjukkan dalam bentuk bagan sederhana seperti
pada gambar 1:

Vy
»
S
Pembayaran Bagi Hasil Mene ima pendapatan
l Dana Mudharaba)1 r \g\ Bagi Hasil/illargin
Sha@bu/ Maal \
Shahibul Maal Mudharlb CQ~ - Mudharib
Masyarakat, ANI@ Masyarakat,
B SYARIAH
UMKM,
UB
Proses Proses
Penghimpunan Dana Penyaluran Dana
Konsep Penghimpunan Dana Konsep Penyaluran Dana
Wadiah Bagi Hasil ( Mudharabah &
Mudharabah Musyarakah)
Jual Beli ( Murabahah)

Gambar 1 : Mekanisme dan Sistem Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (shahibul maal)
dari dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah. Dana yang dihimpun oleh
bank syariah, hendakmya ditanamkan pada sektor yang produktif dan tidak
melanggar syariah. Besarnya penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh
bank syariah bukanlah suatu indikasai pendapatan atau bagi hasil yang diterima
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oleh pemilik dana (deposan atau penabung), tetapi kualitas dari penyaluran dana
atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah itulah yang mempunyai
pengaruh langsung hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun.

Fungsi penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, baik yang
dilakukan dengan mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan
menggunakan prinsip bagi hasil sendiri. Bank syariah bisa melakukan fungsi ini
berdasarkan kontrak mudharabah. Menurut akad mudharabah, bank (sebagai
mudharib) hanya menerima suatu bagian keuntungan jika memperoleh
keuntungan. Tetapi jika terjadi kerugian maka bank tidak berhak memperoleh
imbalan atas usahanya dan kerugian dikenakan kepada penyedia dana (shahibul
maal).

Usaha besar memerlukan waktu untuk pemahaman dan dana yang besar
untuk pendekatan kebutuhan kapital dan dan keinginan untuk investasi para
pelaku ekonomi dari kedua prinsip ekonomi yang berbeda tersebut. Selama ini
ada beberapa masalah yang dihadapi dalam penayaluran kredit oleh perbankan.
Diantaranya terbatasnya fasilitas kerdit mikro bagi usaha, kecil dan memengah
dari perbankan. Prosedur dan persyaratan kerdit perbankan relative rumit dan
birokratis. Dipihak lain masalah yang dihadapi UM&M seperti. : . masalah
permodalan, ketidakmampuan UMKM menyediaka)@%agunam' tambahan, dan
bunga kredit yang tinggi serta terbatasnya - _jangkauan pelayanan -kredit
perbankan. \QQ e

Keberadaan UMKM sudah terbukti cukugfﬁlampu menjadi katup penyelamat
dalam krisis ekonomi dan_mendorongSlaju pertumbuhan ekonomi maupun
penyerapan tenaga kerja. Dari data BRStahun 2006 menunjukkan adanya 42 juta
UMKM, pada tahun 2 menja '<®1,3 juta unit UMKM, dibandingkan 7.200
Usaha Besar (UB). Semgehtara itlr perkembangan bank syariah menunjukkan
kemajuan pesat. Hal jini ak dari pertumbuhan jaringan kantor dari 456 tahun
2006 menjadi 1.440 ktober 2008. Meskipun jumlah bank umum syariah
dan jaringan kantornya-untuk melayani seluruh UMKM masih jauh dari cukup
(rata-rata 1 kantor bank syariah melayani 35.000 UMKM), hal ini juga merupakan
pangsa pasar perbankan syariah yang strategis. Apalagi kebaradaan bank-bank
konvensional masih dominan, jumiah skim kredit untuk UMKM belum tersalurkan,
karena keterbatasan kemampuan teknis dan nonteknis yang dimiliki oleh UMKM,
dan hambatan lainnya. :

Secara umum profil dan karakteristik yang melekat pada usaha kecil di
Indonesia adalah berusaha di bawah kapasitas dengan mengunakan teknologi
tradisional, tidak membuat rencana tertulis, kurang tertib dalam membuat catatan,
kuarang mampu mempertahankan mutu, kurang informasi, komunikasi lebih
sering secara lisan, gampang berpindah bidang usaha dan merasa rumit jika ingin
berhubungan dengan baik.

Pada akhir 2008 Menteri Perdagangan menyatakan bahwa Kredit Usaha
Rakyat (KUR) tahun 2009 sebesar Rp. 24 triliun. Dari jumlah itu yang tersalurkan
baru sebesar Rp.16,5 triliun. Pada periode 2010-2014 pengadaan dana ini
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memungkinakn untuk penyaluran KUR sebesar Rp. 20 triliun pertahun. Sekitar
Rp. 600 triliun kebutuhan UMKM dewasa ini belum terlayani oleh Bank
konvensional seperti : BRI, Bank Danamon dan bank-bank ‘lain, antara lain
karena kelemahan manajemen UMKM, sumberdaya dan akses pengusaha
UMKM tersebut. '

Indonesia mempunyai paradigma tentang upaya membangun golongan
ekonorfii seperti misainya : Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu bentuk
bank konvensional telah berdiri ratusan tahun lalu, jauh sebelum kemerdekaan RI
juga telah membela kepentingan pengusaha lemah, ternyata terlewat begitu saja
dan tidak teridentifikasi siapa yang paling berjasa dalam ratusan tahun kegiatan
BRI tersebut. Jumlah cabang, sebaran cabang diseluruh wilayah RI, dan track
record kinerja membantu pengusaha kecil juga tak kalah dengan Grameen Bank
milik Dr. Muhammad Yunus yang terkenal itu.

Keberhasilan Grameen Bank yang digagas oleh Muhammad Yunus, yaitu
dengan memberikan pinjaman tanpa agunan. Modainya hanya kepercayaan
dengan meberikan selektif dalam menyalurkan kerdit. Sasarannya adalah orang
kecil (UMKM) dengan anggapan bahwa orang /kecil relatif lebih mampu
mengembalikan kreditnya dibandingkan dengan orangl@aa (UB) yang sering
membuat kredit macet di perbankan. <Y

v
Masalah dana atau modal, manajemen keuanga <U’}VIKM pada umumnya amat
lemah. Pengaturan keuangan menggunakan a gan manajemen uang tunai,
tak mampu melakukan akuntansi apalagi qiematuhi PSAK, sumber daya

keuangan amat lemah untuk penyediaan ngkat keras, perangkat lunak dan
pelaksaa akuntansi, pengetahuan dan alg kepada dana kredit perbankan amat

lemah. N
Sangat disadari bahw kenyataannya memang peran dan sumbangan
ekonomi dari usaha kecil henengah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

masih belum sepadan dengan jumlahnya yang dominan. Kondisi ini tak terlepas
dari keterbatasan dan kekurangan yang melekat sebagai karakteristik umum
usaha kecil menengah di Indomeasia.

Dalam menghadapi ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN — China Free
Trade Area (ACFTA) tentu saja UMKM mendapatkan dampaknya. Baik industri
maupun perdagangan seperti tekstil, produk elektronik, dan pertanian didalam
negeri akan bersaing ketat dengan barang impor kelas murah dari luar.

Sistem ekonomi berbasis syariah berdampaingan dengan ekonomi
konvensional, dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi krisis keuangan
global, yang sudah mencapai tahap mengakhawatirkan dan berimbas pada
lambatnya laju perkonomian dunia, termasuk dalam menghadapai ACFTA.

Sistem perbankan berbasis berbasis syariah dapat mencegah terjadir;ya
pengambilan risiko yang berlebihan. Prinsip Syariah, tidak akan ada transaksi
tanpa adanya aset yang ditransaksikan. Ini menjadi instrumen yang bisa
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dilakukan ™terhadap investor. Apalagi , perekonomian syraiah juga telah
meningkatkan dan menunjukkan kemajuan yang berarti, meski belum dapat
menandingi kemampuan dan penétrasi sistem konvensional. Untuk itu,
tantangannya disini bukan pada prinsip tetapi pada kemampuan dalam hat ukuran
transaksi, sehingga dapat mengatasl kesenjangan dengan system konvensional.
Tujuan ekonomi syariah bukan semata untuk bisnis, tetapi lebih untuk
menghindari terjadinya krisis keuangan yang terus berkelanjutan.

Sebagaimana telah diketahui , sistem perbankan yang berbasis pada prinsip
berbagai risiko dan bagi hasil memiliki beberapa keunggulan yang antara lain
sebagai berikut : (a) bank tidak membatasi dirinya untuk hanya bersedia
meminjamkan dananya kepada sektor usaha yang sudah mapah saja, (b) bank
bekerja berdasarkan prinsip kemitraan dengan para pengusaha. Pembiayaan
yang diberikan oleh bank disertai dengan pemberian konsultasi, pembinaan dan
pengawasan, (c) untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, disamping
melalui penerapan prinsip berbagi risiko dan bagi hasil secara konsisten,
diperlukan pula infrastruktur yang. memungkinkan keterlibatan bank secara
langsung - dengan aktivitas usaha nasabahnya.

Bila kinerja perusahaan pengguna dana inil dikaitkan dengan sekema
pembiayaan bank syariah, sebahagian menjadi bias @S'nakala sumber dana
perusahaan tidak seluruhnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Bisa jadi, kinerja
perusahaan semula laba, tetapi setelah meémbayagsbeban bunga maka menjadi
rugi. Sebaliknya perusahaan yang kinerjanya merigi, tetapi karena perusahaan
mempunyai akses dana yang ditempatkan pagg?bank konvensional, maka setelah
menerima bunga menjadi laba. Qg\ '

<O

Potensi pengembangan lebih lanju’t*a\kan bergantung pada beberapa faktor,
antara lain sebagai berj perkeﬁ:%agan dana-dana investasi mudharabah,
perkembangan jumlah dana , perkembangan "kualitas sumberdaya
manusia (SDM), perkem! | jumlah pengusaha yang bersedia beralih ke-bank
syariah, dan perkembangan-infrastruktur termasuk peraturan perbankan yang
lebih sesuai dengan karakteristik system perbankan syariah.

Keunggulan bank syariah terletak pada prinsip berbagi risiko dan bagi hasil
yang melandasi sistem operasionalnya. Dengan prinsip itu, bank syariah tidak
harus terpaku hanya memberikan pembiayaan kepada usaha yang sudah mapan
dan sukses saja, tetapi juga tidak ragu-ragu memberikan pembiayaan kepada
usaha kecil, bahkan kepada pengusaha pemula sekalipun.

Dengan prinsip berbagi risiko dan bagi hasil, manakala usaha mengalami
kerugian akibat krisis ekonomi misalnya, maka akan terasa ringan bagi
perorangan dan perusahaan secara individu, sehingga usaha pemulihan ekonomi
dapat menjadi lebih cepat.

Berbagai kendala masih harus diatasi menyangkut kemampuan bank sy’ariah
menggali sumber-sumber dan investasi yang sesuai dengan siklus usaha yang

.m
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dibiayainya; kualitas sumber daya manusia, maupun infrastruktur yang masih
harus diatasi guna meningkatkan kapasitas operasional perbankan syariah.

Dengan pelaksanaan prinsip berbagi risisko dan bagi hasil secara konsisten,
dan dengan keberhasilan mengatasi kendala yang ada, maka perbankan akan
dapat meningkatkan potensinya dengan lebih baik dalam mendukung
pengembangan usaha kecil dan menengah.

Upaya-upaya dalam Mengatasi Hambatan Pola Pembiayaan Syariah kepada
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pola penyaluran pembiayan secara syariah kepada UMKM memiliki
kekhususan, mengingat setiap jenis barang usaha atau proyek yang dibiayai akan
memerlukan sekema fikih yang spesifik. Pola penyaluran syariah memiliki
keunggulan komparatif dibandingkan pola konvensional, karena pembiayaan
berkait langsung dengan sektor riil dan ditujukan kepada usaha yang halal, tidak
ada peluang melipatgandakan, serta lebih adil dalam mendapatkan keuntungan
dan menanggung risiko sesuai dengan prinsip bagi hasil.

Menyadari bahwa implementasi pola pembiayaan secara syariah Islam dalam
wacana perbankan di Indonesia relatif masih baru, belym adanya perlakukan
khusus oleh otoritas moneter, miniimnya inforamasi mer enai sistem perbankan
syariah, maka diperlukan kiat-kiat khusus yang inovatiftsesuai dengan kondisi dan
kebutuhan usaha kecil o $\ S

Pemberdayaan dan keberpihakan pemerim%ah terhadap usaha kecil, dan
menengah masih perlu terus ditingkatkan d@:\ dikembangkan guna meningkatkan
akses usaha kecil kepada sumber-su kisy pendanaan, sehingga kuantitas dan
kualitas penyaluran pembiayaan k a usaha kecil dan menengah dapat
dilaksanakan secara opti

Permasalahan yang ar dalam penyaluran pembiayaan kepada usaha
kecil dan, selain aspek permodalan, adalah kurangnya jiwa kewirausaaan,
terbelakangnya teknis produksi, serta lemahnya kemampuan dan pemasaran.
Oleh karenanya, pola pembinaan, pengawasan, dan pendampingan secara teknis
harus selalu dilaksankan dalam setiap aktivitas penyaluran pembiayaan.

Pemberdayaan Melalui Akuntansi Syariah dan Akuntansi UMKM

Metode pembiayaan syariah secara konseptual seharusnya lebih cepat dan
aman karena (1) jumlah pengusaha UMKM Beragama Islam adalah dominan, (2)
mereka tak mempunyai jaminan kredit, (3) keamanan pengembalian kredit lebih
tinggi dari kredit nirfjaminan biasa karena dikaitkan dengan kehidupan spiritual
peminjam. (4) sistem bagi hasil mengganti sistem bunga (riba) sehinga peranan
Laporan Keuangan sebagai model pertanggungjawaban basis bagi hasil adalah
mutlak. r

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) cq Kompartemen Akuntansi
Syariah (KAS) telah berhasil memproduksi bebarapa standar syariah, sehingga
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biasa mengkukuhkan diri sebagai negara paling berstandar akuntansi syariah
dimuka bumi. Pola Ekonomi berbasis syariah mempunyai mitra dengan pola
ekonomi berbasis UMKM, maka pelaksanaan proses akuntansi syariah dapat
dijalankan harus didukung oleh transaksi yang berbasis syariah dengan mitranya.
Untuk itu, untuk memperlancar transaksi tersebut, UMKM sebaiknya mempunyai
bentuk akuntansi sendiri, yakni akuntansi UMKM.

. Dewasa ini Standar Akuntansi (PSAK) * melayani” sekitar 7.200 perusahaan
besar (UB), sejumlah usaha menengah yang harus memenuhi syarat perkreditan,
termasuk di dalam adalah sekitar 350 perusahaan publik. PSAK dewasa ini pada
umumnya terlampau canggih bagi kebanyakan UMKM yang jumlahnya sekitar
51,3 juta unit usaha itu. Indonesia kini amat membutuhkan PSAK sekala Kecil
yang dapat diaplikasikan oleh UMKM, sehingga Laporan Keuangan UMKM dapat
diaudit. Dengan adanya laporan keuangan yang telah di audit menjadikan UMKM
lebih bankable.

Diperkirakan pembiayaan syariah akan mulai berkembang lebih pesat pada era
baru akuntansi di mana UMKM mampu menghasilkan Laporan Keuangan secara
ekonomis karena menggunakan pedoman akuntansi UMKM versi Departemen
Keuangan - IAl. Dengan demikian perhitungan bagi hasil syariah lebih mudah
ditentukan. Akuntansi untuk UKM harus memiliki~ sifat dan cirri tersendiri.
Sementara itu 1Al cq DSAK pada tahun 2009°berencafta mengesahakan standar
akuntansi UMKM untuk mendorong perbankan n@ﬁ'beri fasilitas kredit berbasis
Laporan keuangan dan Laporan Audit UMKM>bukan ekonomi dari berbasis
agunan yang sulit disediakan oleh UMKM, v‘,iuga dengan. tersedianya laporan
keuangan yang baik, kesadaran untuk mg"@ﬁayar pajak semakin ditingkatkan. [Al
bermaksud mengembangkan ekonomk@aru berbasis UMKM, (Jan Hoesada,
2009). &;\

Pembangunan eko ariah dan pembiayaan syariah dewasa ini sejalan

dengan kondisi Graméen k (milik Dr. Muhhamad Yunus) karena nirfjaminan.
Dengan demikian pengefMbangan akuntansi syariah harus bersamaan dengan

pembangunan Standar akuntansi UMKM atau pedoman Akuntansi UMKM.
Keduanya saling berkaitan dan membutuhkan. Standar akuntansi syariah tak
bernilai ekonomis bila tak didampingi Standar akuntansi UMKM (debitur).
Sedangkan akuntansi UMKM ini diperlukan untuk memperlancar penyusunan
laporan keuangan UMKM yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebutuhan dana
akan mudah teserap apabila PSAK “Kecil” khusus bagi UMKM telah tersedia bagi
sektor riil umumnya dan UMKM khususnya. Struktur perbankan Indonesia
berlandaskan kredit produktif UMKM akan menjadi lebih sehat, pereknomian
Indonesia secara umum akan bangkit.

Penutup

Dalam sistem Ekonomi Syariah, perbankan yang berbasis bunga tidak
diperlukan. Sebagai gantinya, segala bentuk pembiayan akan dilakukan secara
langsung oleh para investor kepada para individu yang membutuhkan modal
melalui kerjasama bisnis (syirkah) yang Islami.
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Terbentuknya beberapa PSAK Akuntansi Syariah dan lahirmya UU Perbankan
Syariah No. 21 Tahun 2008 telah mendorong perkuatan eksistensi perbankan
syariah di Indonesia. Hal ini dapat dipahdmi karena dasar akuntansi dan payung
hukum perbarikan syariah di Indonesia semakin jelas dan pasti.

Perbankan Syariah lebih tepat memilih mitra kerjanya kepada UMKM yang
jumlahnya banyak, sesungguhnya pemahaman mengenai ekonomi syariah,
penerapan akuntansi syariah, penyaluran pembiayaan syariah, dan
penghimpunan dana syariah lebih cepat dan sesuai sasaran. :

Untuk menetapkan besarnya bagi hasil dalam pembiayaan syariah ini tentunya
diperlukan perangkat yang standar. Informasi ini biasanya disebut dengan
Laporan Keuangan. Dalam hubungan perbankan syariah maupun non syariah
dengan UKM, maka dari pihak UKM harus bisa menyediakan laporan keuangan
yang dapat diandalkan.

PSAK: dewasa ini pada umumnya terlampau canggih bagi kebanyakan
UMKM yang jumlahnya sangat besar. Indonesia kini amat membutuhkan PSAK
sekala kecil yang dapat diaplikasikan oleh UMKM, sehingga Laporan Keuangan
UMKM dapat diaudit. Pola bagi hasil syariah. menggantikan pola bunga
konvensional lebih mudah diterapkan kepada UMKM. Kz jiban membayar pajak
dapat ditingkatkan. A7

| . | Q
Dalam pembinaan yang lebih khusus ,untugngKM, boleh jadi akuntansi
Syariah dan akuntansi UMKM< merupa pasangan strategis dalam
pembangunan ekonomi kaum dhuafa dan M. Dengan kata lain sebetulnya
ekononi syariahi adalah sangat strateg'né‘*untuk pemberdayaan nyata kepada
kaum pelaku ekonomi berbasi UMKMQ:\ ' '
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